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ABSTRAK

Fidusia sering disebut hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk
jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh
yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan
kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur,
sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara constitutum possessorium.dalam
perjanjian dengan model fidusia ini sangat rentan terhadap adanya
penyalahgunaan/itikad buruk dari debitur. Salah satu bentuk itikad buruk yang sering
dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah
dengan mengalihkan barang yang menjadi objek jaminan tanpa sepengetahuan
kreditur. Proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di tengah
masyarakat dapat ditempuh melalui penyelesaian perdata dan pemidanaan. Pada
putusan Pengadilan Negeri Pasuruan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr Hakim
memutus debitur telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan menghukum debitur
untuk membayar sisa angsuran sebesar Rp. 62.076.000,- (enam puluh dua juta tujuh
puluh enam ribu rupiah) dan menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai
objek jaminan fidusia untuk segera menyerahkan kepada penggugat dan
menggunakan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar
pertimabangan. Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Purworejo perkara
Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dimana hakim memutus debitur bersalah dan
menghukum debitur dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan menggunakan
KUHP Pasal 372 terkait penggelapan sebagai dasar pertimbangan. Oleh karena itu
penulis ingin mengetahui proses penyelesaian mana yang lebih sesuai dengan asas-
asas hukum yang ada di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) mengenai
perbandingan  putusan  Pengadilan  Negeri  Purworejo  perkara  Nomor:
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan perkara Nomor:
17/PDT.G/2013/PN.Psr yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara menganalisa terhadap putusan hakim dan ditambah referensi
lain seperti buku, jurnal dan Undang-undang yang berkaitan.

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim
dalam putusan perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hanya mempertimbangkan
unsur yuridis saja tanpa mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas lex
spesialis derogat legi generali dan asas ultimum remidium. Berbeda dengan
pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang
tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tetapi juga mempertimbangkan
asas ultimum remidium.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Pengalihan objek Jaminan Fidusia, Proses Penyelesaian
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan peraturan berupa norma yang dibuat oleh suatu
kekuasaan atau adat yang berlaku untuk semua orang dengan tujuan untuk
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, perdamaian,
mencegah terjadinya kekacauan dan memberikan sanksi bagi orang yang

melanggar hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip M.L Tobing
mengatakan hukum adalah keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah yang
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pada panel diskusi V Majelis
Hukum Indonesia beliau mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan asas —
asas dan kaidah — kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat
dan juga mengikuti lembaga — lembaga, instiitution, dan proses — proses yang

mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.*

Dalam menjalankan fungsi hukum, diperlukan sumber untuk menemukan
dan menggali hukum itu sendiri. Sumber hukum ialah “asal mulanya hukum”
segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga
mempunyai aturan yang mengikat. Yang dimaksud “segala sesuatu” tersebut

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana

1 M.L Tobing, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),him. 10



hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.? Sumber hukum
pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, sumber hukum materil dan

sumber hukum formil.

Menurut Saut P. Panjaitan, sumber hukum materil yaitu faktor — faktor
atau kenyataan — kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum
ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor idiil dan faktor sosial masyarakat. Faktor
idiil adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan.
Sedangkan faktor sosial masyarakat tercermin dalam bentuk struktur, ekonomi,
kebiasaan — kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan, dan

kesadaran hukum.®

Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat dari mana dapat ditemukan
atau diperoleh aturan — aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan

mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati.

Sumber hukum formal adalah yang menjadi determinan formal
membentuk hukum (formale determinaten van de rechtsvorming), menentukan
belakunya hukum. Bentuk sumber — sumber hukum formal ialah Undang —
Undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (treaty), dan doktrin hukum

(pendapat atau ajaran para ahli hukum).*

2 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika,2014), him.
39.

% Saut P. Panjaitan, Dasar — dasar llmu Hukum (Asas, Pengartian dan Sistematika),
(Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998),him. 145 — 146

4 Umar Said Sugiarto, Ibid,hlm. 41



Doktrin atau ajaran — ajaran atau pendapat para ahli hukum/sarjana hukum
terkemuka dan berpengaruh, besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil
putusan. Seringkali hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksa, menyebut
— nyebut pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangan. Doktrin
atau pendapat para ahli hukum yang digunakan hakim untuk menentukan
hukumnya dalam memutus suatu perkara, disebut “doktrin hukum” yang telah

menjadi ius comminis oponio doctorum sebagai sumber hukum formal.®

Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal setelah menjelma atau
menjadi dasar putusan hakim. Doktrin atau ajaran atau pendapat para ahli hukum
tidak hanya mempengaruhi hakim saja, tetapi juga mempengaruhi para aparat
pelaksana atau penegak hukum yang lainnya. Pendapat sarjana hukum terkemuka
dan berpengaruh atau “doktrin” bukan merupakan sumber yang mengikat
langsung terhadap suatu keputusan, melainkan membantu hakim dalam

mengambil keputusan sebagai sumber tambahan.®

Salah satu prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum adalah
menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Penyelenggaraan
kekuasaan peradilan yang independen serta bebas dari segala campur tangan
pihak diluar, badan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan demi

menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

*Ibid,hIm. 73

& Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar IImu Hukum,(Bandung:
Alumni, 1999),him. 1



Sebagai salah satu bentuk implementasi penyelenggaraan kekuasaan
lembaga peradilan sebagimana telah tertuang dalam pasal 24 ayat (2) dan pasal 24

B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Lembaga Peradilan di Indonesia.

Kedudukan hakim sebagai pemberi keadilan sangat mulia karena
disamping mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, hakim juga
bertanggung jawab langsung kepada sang pencipta. Oleh karena itulah dalam
memutus sebuah perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan sebelum
putusan final dijatuhkan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis
(keadilan). Sehingga keputusan yang dibuat oleh hakim harus adil dan bijaksana

serta mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam memutus sebuah perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan
alasan yuridis saja akan tetapi juga membertimbangkan asas — asas hukum yang
ada, termasuk juga dalam memutus sebuah perkara pidana seorang hakim juga
perlu mempetimbangkan asas ultimum remidium bahwa sanksi pidana adalah
jalan terakhir ketika sanksi lain dianggap belum mencapai neraca keniscayaan.
Karena pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran
materiil. Kebenaran materil disini menurut penulis adalah keadilan yang mutlak,

lebih dekat kepada konsep keadilan yang restorative.

Dalam masyarakat, hukum pidana sering digunakan sebagai alat untuk
menyelesaikan permasalahan, banyak kasus wanprestasi yang diadukan sebagai

delik penipuan dan penggelapan. Bahkan dalam beberapa undang-undang perdata



yang memuat sanksi pidana khusus, masyarakat lebih memilih untuk melaporkan
ke polisi sebagai tindak pidana daripada menggugat secara perdata di pengadilan.
Akan tetapi, upaya hukum yang dilakukan masyarakat tersebut tidak sepenuhnya
dapat disalahkan. Seperti kita ketahui bahwa indonesia merupakan negara hukum
yang menganut konsep retributif dalam menjalankan hukum, maka pemikiran
pengadilan dan penjara sebagai tempat pembalasan ditengah masyarakat

merupakan hal yang lumrah.

Kebijakan para penegak hukum disini sangat dibutuhkan untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat, demi tercapainya tujuan dan cita-
cita hukum itu sendiri. Karena menurut penulis, indonesia sekarang sedang
berkembang kearah restorative justice sebagai upaya memberikan keadilan kepada
masyarakat. Begitu pula dalam proses penyelesaian pengalihan objek jaminan
fidusia sebagimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia yang didalamnya juga memuat sanksi pidana.

Fidusia sering disebut hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu
bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan
oleh yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai
jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh
debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara constitutum
possessorium.’Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia pasal 1 ayat 1 fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

" Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Unsur-unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), him. 21



dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialinkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa
sepengetahuan  kreditur merupakan perbuatan yang telah menciderai
janji/wanprestasi seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya, terjadi perbedaan proses penyelesaian pengalihan objek
jaminan fidusia ditengah masyarakat, ada yang memilih penyelesaian melalui
gugatan perdata, ada juga yang lebih memilih langsung melaporkan sebagai
tindak pidana. Seperti yang terjadi di pengadilan negeri purworejo, dalam putusan
perkara nomor: 15/2015/pid.sus/PN.Pwr hakim memutus hukuman pidana penjara
10 bulan kepada terdakwa pengalihan objek jaminan fidusia menggunakan pasal

372 KUHP terkait penggelapan.

Lain halnya dengan yang terjadi di pasuruan, hakim dalam putusan
perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr memutus denda sebesar Rp. 62.076.000,-
kepada tergugat pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar

pertimbangan.

Maka, tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap asas res judicata
pro veritate habetur, yang artinya “putusan hakim (pengadilan) adalah benar”,®

penulis ingin memahami lebih lanjut bagaimana penyelasaian permasalahan

8 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum, him. 74



masyarakat oleh penegak hukum terhadap delik-delik pidana yang dapat

diselesaikan melalui gugatan perdata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian
tentang “Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur
Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Nomor :

15/2015/Pid.Sus/Pn.Pwr Dan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan
oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor:
15/Pid.sus/2015/PN.Pwr dan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr
dalam memberi putusan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan
oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan krditur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilaksankannya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pengalihan objek jaminan
fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
kreditur;

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara

Nomor: 15/Pid.sus/2015/PN.Pwr dan perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr



dalam memberi putusan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan

oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan krditur?

Adapun manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan

sebagi berikut:

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
pengembangan ilmu hukum, yakni dalam hal proses penyelesaian pengalihan
objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan kreditur
2. Manfaat praktis
Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan kepada
para penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa
pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan olrh debitur kepada pihak

ketiga tanpa persetujuan kreditur.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis terkait
dengan penyelesaian perkara pengalihan objek jaminan fidusia, penulis
menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang penyelesaian pengalihan

objek jaminan fidusia.

Beberapa karya tersebut di antaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh

Listianita Simatupang, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri



Semarang yang diberi judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek
Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor:
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”. dalam penelitian ini, penulis bermaksud meneliti apa
saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek
jaminan fidusia yang dilakukan oleh saudara Rio Chandra sebagai terdakwa dan
PT. Adira Finance Cabang Magelang Kabupaten Purworejo sebagai korban,
dimana terdakwa disuruh temannya untuk mengambil sepeda motor ke dealer
Honda secara kredit dengan atas nama terdakwa yang pembiayaannya kredit
kepemilikan sepeda motor tersebut dibiayai oleh PT.Adira Finance dan telah
dibuatkan sertifikat jaminan fidusia antara terdakwa dengan PT. Adira Finance.
Akan tetapi setelah beberapa angsuran terjadi tunggakan hiingga 6 bulan dan
ketika dari pihak PT. Adira Finance akan mengecek motor tersebut ternyata motor
tersebut telah dialihkan kepada teman terdakwa yang menyuruh terdakwa
melakukan kredit motor tersebut, kemidian PT.Adira Finance melaporkan hal
tersebut ke polisi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa majelis hakim
Pengadilan Negeri Purworejo yang menangani perkara tersebut melihat adanya
unsur-unsur pidana yaitu penggelapan dan majelis hakim memutus terdakwa

dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.®

Karya tulis selanjutnya yaitu tesis karya Rut Ernawati, mahasiswa S2
Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang dibri judul “Penyelesaian

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Ke pihak Ketiga Dalam

® Listianita Simatupang, skripsi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pengalihan Objek
Jaminan  Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  Purworejo  Nomor:
15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)
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Perjanjian Kredit Di Pt. Bpr Artha Sumber Arum Sleman”. Dalam penelitian
tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana penyelesaian yang
dilakukan oleh PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman selaku perusahaan yang
menyediakan jasa pembiayaan/kredit dengan jaminan kendaraan bermotor, dalam
hal ini terjadi penggadaian objek jaminan fidusia dari debitur kepada pihak ketiga.
Dalam penelitian ini, penulis menemukan penyelesaian yang cukup rumit,
dikarenakan sejak awal perjanjian kredit/hutang secara fidusia tersebut dilakukan
dibawah tangan (tidak didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia), sehingga mengakibatkan hilangnya status
kreditur preverence yang melekat pada kreditur dan ketidak pastian perlindungan
hukum yang diperoleh oleh kreditur. Dari penelitiannya, penulis menyimpulkan
bahwa dalam hal terjadi penggadaian objek jaminan fidusia dari debitur kepada
pihak ketiga, maka PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman akan menyelesaikan
permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pengambilalihan/eksekusi
objek jaminan dari tangan si penerima gadai dan kemudian menyelesaikannya

dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.*®

Karya tulis yang terakhir yaitu tesis yang ditulis Haji Siti Hapsah,
mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada yang diberi judul
“Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga (Studi
Kasus Pada Pt Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)”. Dalam

penelitian ini, penulis bermaksud untuk meneliti tata cara penyelesaian PT Adira

10 Rut Ernawati, Tesis, “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Kepihak
Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di PT. BPR Artha Sumber Arum Sleman”, (Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada, 2012)
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Dinamika Multi Finance cabang Barabai apabila dalam perjanjian fidusia debitur
melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur (PT
Adira Dinamika Multi Finance cabang Barabai). Dalam penelitian yang bersifat
yuridis empiris tersebut, penilulis menemukan bahwa dalam hal terjadi pengalihan
obyek jaminan fidusia dari debidur kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan
kreditur (PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Barabai), maka
penyelesaiannya akan dilakukan menurut cara yang telah ditentukan oleh PT
Adira Dinamika Multi Finance cabang Barabai selaku kreditur yang memiliki
kedudukan kreditur preference cara tersebut yaitu didahului dengan penarikan
obyek jamunan dari tangan pihak ketiga dan dilanjutkan dengan penjualan melalui

proses lelang.!

Beberapa karya diatas adalah penelitian yang menurut penulis mempunyai
tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat
oleh penulis. Penulis tidak menafikan bahwa mungkin selain karya-karya diatas,
masih banyak lagi penelitian yang mengangkat masalah pengalihan obyek
jaminan yang belum dapat penulis temukan karena segala keterbatasan penulis.
Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan penulis, belum ada penelitian yang
secara khusus membahas tentang proses penyelesaian pengalihan obyek jaminan
fidusia (Studi putusan nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan putusan nomor:

17/PDT.G/2013/PN.Psr). Maka dari itu penulis memandang penting untuk

11 Haji Siti Hapsah, Tesis “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada
Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)”,
(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2013)
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dilakukan suatu pengkajian secara khusus mengenai penyelesaian pengalihan

obyek jaminan fidusia melalui jalur pengadilan.
E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah penelitian, perlu untuk menggunakan atau berlandaskan
pada teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut
dikarenakan teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan atau landasan dalam
mengupas problematika atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian
tersebut. Teori-teori tersebut akan mengurai jalan pikiran menurut kerangkaa logis
yang mendudukkan masalah penelitian yang relevan dan mampu menerangkan
masalah tersebut.!? Dalam penelitian yang diberi judul “Proses Penyelesaian
Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor:
15/Pid.Sus/2015/Pn/Pwr Dan Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/Pn.Psr)” ini, akan

menggunakan asas dan teori yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Sunarjati Hartono, menjelaskan bahwa perbandingan hukum
adalah kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem
hukum yang lain. Yang dimaksud dengan memperbandingkan disini ialah mencari
dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan

memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers,
1986),him. 122
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bagaimana pemecah yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum

yang mana yang mana saja yang mempengaruhinya.®

R. Soeroso mengatakan tujuan dilakukannya perbandingan hukum ialah
untuk memenuhi kebutuhan. Dihubungkan dengan kebutuhan ilmiah, maka

perbandingan hukum:*

a. menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan

dari berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.

b. menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama, dapat dicapai

penyelesaian (problem solving) yang berbeda-beda.

c. akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan
letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang
sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak

adanya hubungan kebudayaan apapun.

Gutteridge, sebagaimana dikutip Pan Mohamad Faiz mengklasifikasikan

perbandingan hukum menjadi dua bagian:*®

a. Perbandingan hukum secara deskriptif
Perbandingan hukum secara deskriptif menyangkut dengan

deskripsi darai bermacam-macam fakta hukum yang ditemukan di

13 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1988), him. 54

14 R, Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 17

15 Pan Mohamad Faiz, “Klasifikasi dan Nilai Dari Perbandingan Hukum,”Jurnal
Dinamika Hukum, Vol. 3: 2 (maret 2007), him. 41
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berbagai negara. Perbandingan ini tidak tersangkut paut dengan hasil
dari perbandingan. Fungsi utama dari perbandingan hukum secara
deskriptif ini adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih
sitem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri.
Perbandingan ini lebih mengkhususkan untuk menganalisa variasi
antara hukum dari dua negara atau lebih, dimana hal ini tidak secara
langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu
secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan
secara deskriptif ini tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan
informasi dan bukanlah kewajiban dari orang yang melakukan
penelitian tersebut untuk memastikan apa yanng kemudian harus
dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut.
. Perbandingan hukum yang dapat digunakan

Perbandingan hukum yang dapat digunakan terkait dengan
pemeriksaan dari fakta-fakta hukum dengan tujuan untuk memperoleh
hasil. Hal ini patut dihargai untuk dinyatakan sebagai penelitian hukum,
sebab penelitian tersebut akan memberikan suatu kesimpulan dan
menggambarkan perbandingan dari berbagai fakta hukum setelah
melakukan analisa dan studi yang tepat dan hati-hati. Perbandingan
hukum ini merupakan praktik alamiah yang merupakan metode untuk
mencapai berbagai tujuan, seperti reformasi hukum, unifikasi hukum,

dan lain sebagainya.
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Dalam  memperbandingkan  hukum  dikenal dua cara, yaitu
meperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro
adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya.
Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-
masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan hukum
makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui akan diperbandingkan disebut
“comparatum”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah

diketahui disebut “comparandum”.16

Sesuai dengan istilah yakni perbandingan hukum, maka sudah barang tentu
yang dibandingkan adalah hal-hal tentang hukum. Hukum yang dibandingkan
ialah antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain atau antara
lembaga hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lainnya. Dan hukum yang
ditinjau tidak hanya terbatas pada hukum dalam negara sendiri saja, melainkan
dapat juga hukum negara-negara lain, atau antara hukum nasional (negara sendiri)
dengan hukum asing (hukum negara lain) jadi sifatnya dapat nasional dan

internasional.’

2. Teori Penegakan Hukum
Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep — konsep yang
dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak

termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan keanfaatan sosial. Apabila

16 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta, him. 121

1" R. Soeroso, Perbandingan Hukum, him. 33-34
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bebicara tentang pengakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang
penegakan ide — ide serta konsep — konsep yang nota bene adalah abstrak
tersebut.'®
Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk dilakukanya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma — norma hukum secara nyata sebagai pedoman
pelaku dalam lalu lintas atau hubungan — hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
Friedmaan Sebagaimana dikutip Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi
mengungkapkan teorinya tentang proses penegakan hukum. Menurutnya, berhasil
atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada:*°
a. Substansi hukum
Didalam substansi hukum ini mengandung keseluruhan asas hukum, norma
atau aturan hukum dan putusan pengadilan juga termasuk didalamnya.

b.  Struktur hukum
Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penegak hukum beserta
aparatnya. Yang didalamnya mencakup berbagai aparat penegak hukum
seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

c. Budaya hukum
Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, opini, cara berpikir serta cara

bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

18 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009),him. 12

19 Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. VIII,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001),him. 25
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Aparatur dan substansi dirasa kurang mampu mengakomodir berjalanya suatu
sistem hukum. Hal itu yang menjadikan dasar bahwa budaya hukum juga
harus lebih di tingkatkan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan
baik.

Ishag, mengatakan penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:%
a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit)
b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit)
c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)

Ishag, juga mengatakan penegakkan hukum dan keadilan harus
menggunakan jallur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti
untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh
keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika
para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati
aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan
hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya mengguankan kodifikasi

dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.?

3. Teori Kepastian Hukum
Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis
yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu

20 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 43

Zbid., him. 44
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maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan
kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan.?

Penegakan hukum diharapkan mampu memenuhi tiga unsur yang menjadi
tujuan hukum vyaitu memberikan kepastian hukum,keadilan hukum, dan
kemanfaatan hukum. Kepastian hukum akan mampu menjamin terlaksananya
kewajiban dan hak yang harus didapatkan sesuai dengan apa yang telah diatur.
Keadilan hukum merupakan gambaran yang menyangkut mengenai hubungan
manusia satu dengan yang lainnya tentang hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan. Kemanfaatan hukum merupakan hal yang diharapkan dengan tujuan
hukum mampu memberikan nilai lebih kepada masyarakat.

Kepastian hukum ini akan memberikan rasa keamanan bagi setiap individu
dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing.
Kepastian hukum ini bisa dicapai dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kepastian hukum dapat menjadi gambaran akan
penegakan hukum yang menjadi persoalan dari setiap masyarakat meskipun pada
akhirnya masyarakat akan memberikan corak permasalahan tersendiri sesuai

dengan karakternya dalam kerangka penegakan hukum. Persamaannya adalah,

22 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), him. 158.
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bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan
damai sebagai akibat penegakkan hukum yang fungsionil.?

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan menjadi yang
utama dalam norma hukum tertulis. Tanpa adalnya kepastian hukum maka hukum
akan kehilangan tujuan dari hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum tidak
lagi menjadi pedoman manusia dalam berperilaku. Kepastian hukum sangat
diimpikan oleh masyarakat untuk dapat menerima hak dan menjalankan
kewajibannya terutama di Indonesia sebagai negara hukum yang segala

sesuatunya diatur dengan hukum.

4. Asas Ultimum Remedium

Ultimum Remedium adalah azas dalam hukum pidana, dimana
pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam
penegakan hukum termasuk penegakan hukum dibidang lingkungan hidup.?*
Kemudian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa norma-norma
atau kaidah-kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus
pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula dengan norma-
norma dalam hukum perdata harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi

perdata, hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum

23 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, (Jakarta:
Rajawali, 1987). him 20.

24 Kukuh Subyakto, “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Premium Remedium Yang
Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Pembaharuan
Hukum, Vol. Il (Agustus 2015), him. 115.
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mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru
diadakan sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remidium.?®
5. Asas Lex Spesiali Derogat Legi Generali

Asas lex spesialis derogat legi generali (hukum khusus menyampingkan
hukum umum) merupakan asas yang dkenal dalam ilmu hukum. Maksud dari asas
ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang — undang
yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula
diberlakukan undang — undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau
lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.?

Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (Penal Policy), eksistensi
“asas lex spesialis derogat legi generali” sebenarnya merupakan asas hukum yang
menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan
peraturan perundang — undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa
konkrit (ius operatum) melalui proses penegakkan hukum. Oleh karena itu, asas
lex spesialis derogat legi generali ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum
ketika akan menerapkan peraturan perundang — undangan pidana terhadap perkara

pidana yang ditanganinya.?’

% Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia,(Bandung: Refika
Aditama, 2003),him. 17.

% purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang - undangan dan
Yurisprudensi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983),him. 8.

2" Eddy OS Hiariej dkk, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi
Generali di Kalangan Penegak Hukum, Laporan Penelitian, (Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada, 2009),him. 5.
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F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai sebuah tujuan
dari penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mecapai
hal yang diharapkan dari pokok masalah sebagimana yang telah diuraikan penulis
diatas, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diberi judul “Proses Penyelesaian Pengalihaan Objek
Jaminan Fidusia (Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Dalam
Perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr Dan Putusan Pengadilan Negeri
Pasuruan Dalam Perkara Nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr)” ini menggunakan
penelitian Pustaka (Library Research). Library Research adalah serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca
dan mencatat serta mengolah data penelitiannya. la merupakan suatu penelitian
yang merupakan memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data
penelitianya.?
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan

yang ada dalam masyarakat.?® Metode ini bertujuan untuk melihat proses

2 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 17.

29 Kontjarningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985),hlm. 19.
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penyelesaian yang terjadi dimasyarakat terhadap perkara pengalihan objek
jaminan fidusia yang kemudian penulis analisa untuk diambil kesimpulan.
3. PendekatanPenelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu
menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dimana hukum dikonsepkan sebagai
kenyataan sosial, baik dalam pelaksanaan maupun penegakkannya dalam
masyarakat.®° Sehingga pendekatan akan difokuskan pada pengkajian proses
penyelesaian terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh
debitur.
4.  Sumber Data
a. Data primer
Data primer berupa bahan hukum yang mengikat yang menjadi landasan
penelitian ini, terdiri dari Undang — Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, putusan pengadilan negeri purworejo dalam perkara
nomor: 15/2015/Pid.Sus/PN.Pwr dan putusan pengadilan negeri pasuruan
dalam perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan
para ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah
seperti bahan pustaka, jurnal, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan
dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

%0 Achmad Ali dan Wiwie Herlani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2012), him. 2.
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Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer
dan sekunder yaitu data yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-
kata yang membutuhkan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Ensiklopedia dan artikel-artikel dari internet.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun dan disajikan dengan sistematis dimana antara bab
satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung
dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut :

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab. Dimana Bab
pertama akan membahas tentang latar belakang dilaksanakannya penelitian ini,
rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, tujuan dan
manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai upaya penulis untuk menjamin
orisinilitas penelitiannya, metode yang akan digunakan dalam penelitian,
kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan penyajian sistematikan

penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang jaminan dan perjanjian
jaminan fidusia dimana secara garis besar meliputi : pengertian, syarat sah, objek,

dasar hukum, pengalihan objek jaminan fidusia.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang larangan objek jaminan fidusia yang

dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dan contoh
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kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak

ketiga tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu.

Bab keempat berisi pembahasan mengenai proses penyelesaian pengalihan
objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan kreditur terlebih dahulu dan analisis terhadap putusan Pengadilan
Negeri Purworejo dalam Perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr dan putusan
pengadilan negeri pasuruan dalam perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr,
dimana dalam penelitian ini terjadi perbedaan proses penyelesaian pengalihan

objek jaminan fidusia.

Bab kelima dari skripsi ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan

saran berdasarkan analisis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh
debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dilakukan melalui dua cara,
yang pertama adalah dengan melalui jalur nonlitigasi yaitu dilakukan
secara kekeluargaan antara pihak kreditur dan debitur dengan cara
mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila
penyelesaian dengan cara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut, makakreditur dapat mengajukan gugatan
perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Hukukm Acara Perdata
pada umumnya. Seperti yang dilakukan oleh kreditur pada putusan
Pengadilan Negeri Pasuruan pada perkara nomor:
17/PDT.G/2013/PN.Psr yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Pasuruan terhadap debiturnya yang telah lalai melakukan
kewajibannya dan dinyatakan wanprestasi/cidera janji. Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga memuat adanya
sanksi pidana bagi debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan
fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur, ketentuan sanksi pidana. Ini
berarti proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia melalui
pengadilan dapat juga dengan cara melaporkan debitur yang telah

mengalihkan objek jaminan fidusia ke polisi sebagai delik pidana.

99
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Seperti yang dilakukan oleh kreditur dalam putusan Pengadilan Negeri
Purworejo perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr yang melaporkan
debiturnya yang mengalihkan objek jaminan fidusia ke polisi.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, pertimbangan Hakim
pada putusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hakim hanya
mempertimbangkan  pertimabangan  yuridis saja dan tidak
mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas Ultimum Remidium
Dan Asas Lex Spesialis Derodat Legi Generalibahwa hakim meyakini
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana
penggelapan dan dakwaan alternativ kedua telah terbukti sehingga
hakim tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan
dakwaan alternatif pertama tidak perlu dibuktikan lagi. Dan
berdasarkan pertimbangngan tersebut hakim menghukum terdakwa
hukuman penjara 10 bulan dan menggunakan KUHP Pasal 372 terkait
Penggelapan sebagai dasar pertimbangan. Sedangkan dalam putusan
perkara nomor : 17/PDT.G/2013/PN.Psr hakim mempertimbangkan
asas Ultimum Remidium dan asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali
dengan mempertimbangkan adanya surat Peringatan yang dilayangkan
oleh Penggugat kepada Tergugat karena telah lalai dalam
melaksanakan kewajibannya vyaitu berupa Surat Peringatan |
(Pertama), Surat Peringatan Terakhir serta menggunakan Undang-
undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Hukum

Acara Perdata Indonesia (HIR), Kitab Undang-undang Hukum
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Perdata, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan
Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perdailan
Umum sebagai dasar pertimbangan. Sehingga hakim menyatakan
tergugat berada pada pihak yang kalah.
B. Saran
Dalam memutus sebuah perkara yang sedang ditangani hakim perlu
mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku seperti asas lex
spesialis derogat legi generali dan asas ultimum remidium sehingga
putusan yang di keluarkan oleh hakim dapat memberikan kepastian
hukum, kemanfaatan hukum dan juga memberikan rasa keadilan. Dalam
memutus sebuah perkara hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi
hukum dan dampaknya bagi masyarakat sehingga penegakan hukum yang
dilakukan dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa hukum merupakan alat
untuk balas dendam, karena pada dasarnya hukum merupakan alat untuk

menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.
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